SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 62 TAHUN 2017

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 52
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH

Menimbang

KEJURUAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBENUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara
Nomor 52 Tahun 2017 telah ditetapkan Tata Cara
Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah

Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman
Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan,
atau bentuk lain yang sederajat, dan masih terdapat
beberapa sekolah yang daya tampungnya belum tercukupi,
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah

Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;



Mengingat
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
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Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 2/VII/PB/2014,
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik
Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul;
Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah
Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang

sederajat;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor 32);

Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana  telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor
56 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2017 Nomor 56);

Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah
Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun

2017 Nomor 52);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 52
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan
Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (Berita Daerah Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 52) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 7
(1) Dalam PPDB ditetapkan kuota tertentu, meliputi :

a. Kuota calon peserta didik jalur akademik yang
berasal atau berdomisili di dalam maupun luar
wilayah; dan

b. Kuota calon peserta didik jalur non akademik
yang terdiri atas jalur afirmasi rawan melanjutkan
pendidikan dan afirmasi non-rawan melanjutkan

pendidikan.

(2) Kuota calon peserta didik yang berasal dari luar
wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari daya
tampung.

(3) Pada sekolah tertentu jika kuota dalam wilayah tidak
terpenuhi, kuota luar wilayah dialihkan untuk

memenuhi kuota dalam wilayah dan sebaliknya.
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Kuota tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam tahun pelajaran yang bersangkutan harus
disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala
Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
sebelum PPDB dimulai.

Penerimaan jumlah calon peserta didik baru
ditetapkan oleh  Satuan Pendidikan dengan
memperhatikan kondisi sarana, sumber daya,
kurikulum yang diterapkan, serta kecenderungan

pendaftaran tahun sebelumnya.

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

Pasal 11
Sekolah menentukan daya tampung dari hasil
perkalian antara jumlah peserta didik dalam satu
rombongan belajar dengan jumlah rombongan belajar
yang diterima setelah dihitung peserta didik yang
tidak naik kelas.

Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku bagi SMA Negeri
dan SMK Negeri.

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :

(1)

Pasal 15

Seleksi jalur akademik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1), berdasarkan Nilai Ujian Nasional
SMP/MTs atau nilai ujian kesetaraan Paket B.

Nilai calon peserta didik diperingkat dan diambil
sesuai dengan daya tampung sekolah/program
pilihan 1 (satu).

Apabila calon peserta didik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak diterima dalam pilihanl (satu),
seleksi calon peserta didik diteruskan ke

sekolah/program keahlian pilihan 2 (dua).
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(4) Apabila pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik
Baru yang sudah diumumkan belum memenuhi daya
tampung, maka akan dilakukan pelaksanaan

Penerimaan Peserta Didik berikutnya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 Juli 2017
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd
TENGKU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 12 Juli 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

IBNU SRI HUTOMO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 62

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004



